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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "Pengantar Pendidikan 

Antikorupsi (Teori, Metode, dan Praktik)", dapat diselesaikan dan 

diterbitkan. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai pendidikan antikorupsi, mulai dari konsep dasar 

hingga penerapan praktis di berbagai bidang. 

Pembahasan di dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting yang 

terkait dengan pendidikan antikorupsi. Bab pertama memaparkan ruang 

lingkup pendidikan antikorupsi, memberikan gambaran umum mengenai 

apa yang dimaksud dengan pendidikan antikorupsi dan mengapa hal ini 

penting. Selanjutnya, buku ini membahas konsep dasar pendidikan 

antikorupsi, di mana berbagai definisi dan terminologi penting diuraikan 

secara mendetail. 

Bab selanjutnya mengupas teori-teori korupsi yang menjadi landasan 

pemahaman mengenai fenomena korupsi itu sendiri. Kerangka hukum 

pendidikan antikorupsi juga dibahas, memberikan panduan mengenai 

regulasi dan undang-undang yang mendukung upaya pendidikan 

antikorupsi. Kami juga menyoroti pendekatan psikologis dalam pendidikan 

antikorupsi, yang menekankan pentingnya pemahaman psikologi dalam 

membentuk perilaku antikorupsi. 

Metode pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi menjadi fokus di 

bab berikutnya, di mana berbagai strategi dan teknik pembelajaran 

dijelaskan untuk membantu pendidik menyampaikan materi antikorupsi 

secara efektif. Kurikulum pendidikan antikorupsi dibahas dengan 

mendalam, memberikan panduan bagi institusi pendidikan dalam 

merancang program yang relevan dan komprehensif. 

Evaluasi dan penilaian dalam pendidikan antikorupsi juga menjadi 

topik yang tidak kalah pentingnya. Di sini, kami menjelaskan berbagai 

metode untuk menilai efektivitas program pendidikan antikorupsi. Peran 

pemerintah dan sektor swasta dalam pendidikan antikorupsi diulas untuk 

memberikan gambaran tentang kolaborasi yang dibutuhkan antara berbagai 

pihak dalam memberantas korupsi. 
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Buku ini juga mengangkat pendidikan antikorupsi dalam konteks 

internasional, menunjukkan bagaimana negara-negara lain menangani 

masalah ini dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Tantangan dan 

hambatan dalam pendidikan antikorupsi diidentifikasi, serta solusi untuk 

mengatasinya. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi 

para akademisi, praktisi, dan semua pihak yang peduli dengan upaya 

pemberantasan korupsi melalui pendidikan. Kami juga menyampaikan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk dukungan moral 

maupun materiil. 

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya 

meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan 

antikorupsi, serta mendorong lahirnya generasi yang memiliki integritas 

tinggi dan berkomitmen untuk melawan korupsi. 
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RUANG LINGKUP  

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. DEFINISI KORUPSI 
Korupsi adalah perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan 

publik atau posisi otoritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau 

kepentingan yang tidak sah. Bentuk-bentuk korupsi dapat bervariasi, mulai 

dari penerimaan suap, pemerasan, nepotisme, hingga manipulasi ilegal 

dalam pengambilan keputusan. Esensi dari korupsi adalah penggunaan 

kekuasaan atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi yang tidak 

adil. 

Korupsi tidak hanya terbatas pada konteks pemerintahan, tetapi juga 

dapat terjadi di berbagai sektor dan tingkatan dalam masyarakat, seperti 

sektor swasta, organisasi non-profit, dan institusi pendidikan. Dalam setiap 

konteks, korupsi merugikan kepentingan publik, menghambat pertumbuhan 

ekonomi, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga 

yang bertanggung jawab. (Johnston, 2005) 

Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk 

ketidaksetaraan ekonomi, pelayanan publik yang buruk, dan kerugian 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum. Korupsi juga 

dapat menghambat pembangunan sosial, mengurangi akses terhadap 

layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperburuk kondisi kemiskinan. 

(Treisman, 2007) 

Untuk mengatasi korupsi, diperlukan upaya bersama dari berbagai 

pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga 

internasional. Langkah-langkah pencegahan korupsi meliputi peningkatan 

transparansi, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, serta 

pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap 

tindakan pemerintah. (Rose-Ackerman, 1999) 
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KONSEP DASAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN   
Pendidikan memegang peran penting dalam menggali potensi manusia 

dengan membentuk kecerdasan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tujuan 

pendidikan juga meliputi peningkatan kualitas masyarakat Indonesia agar 

memiliki moralitas dan sikap yang mendorong peningkatan mutu 

pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, manajemen sistem 

pendidikan nasional harus memberi prioritas pada pembentukan budaya 

antikorupsi melalui lembaga-lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi 

pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk membentuk karakter dan sikap yang memperkaya 

peradaban bangsa.(Setiawan, 2023) 

Program pendidikan antikorupsi memiliki tujuan untuk memberikan 

pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat mengenai risiko dan 

konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Fokus utama dari 

program ini adalah untuk mengedukasi tentang fenomena korupsi, meliputi 

karakteristik, penyebab, dan konsekuensinya. Selain itu, program ini juga 

bertujuan untuk memperkuat sikap yang menolak korupsi, serta 

memberikan wawasan tentang cara-cara untuk melawan korupsi dan 

berperan dalam memperjuangkan nilai-nilai yang telah ditetapkan, seperti 

integritas dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi 

muda. Selain itu, program ini mengajarkan kepada siswa untuk melakukan 

analisis terhadap nilai-nilai yang mempengaruhi keberadaan korupsi, serta 

nilai-nilai yang menentang atau menolak tindakan korupsi. Dengan 

demikian, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menanamkan dan 

memperkuat nilai-nilai dasar yang diharapkan dapat membentuk sikap 

antikorupsi pada peserta didik. (Rahmawati & Sari, 2023) 
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TEORI - TEORI KORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori-teori korupsi. 

Korupsi merupakan penyakit yang menggerogoti seluruh struktur 

pemerintahan dan kenegaraan yang meliputi struktur kebudayaan, ekonomi, 

politik masyarakat, dan merusak fungsi negara (Adelina 2019, 61). Korupsi 

merupakan perilaku menyimpang yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan 

yang dapat merugikan sektor swasta maupun pemerintahan dan dapat 

berdampak negatif bagi perkembangan bangsa dan negara.  Dalam kajian 

Kriminologi, korupsi disebut dengan White Collar Crime atau kejahatan 

kerah putih, yang identik dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari 

status sosial menegah ke atas dan memiliki kekuasaan. Korupsi bahkan 

suatu perbuatan yang dianggap lazim dan tidak hanya dilakukan oleh orang 

yang memiliki kekuasaan atau jabatan, namun juga oleh masyarkat biasa.  

Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 terkait 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai regulasi. Tindakan korupsi 

sangat berdampak terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. Akibat korupsi ini dapat menciptakan perbedaan 

yang sangat kontras jika ditinjau dari status sosial baik individu maupun 

kelompok dari segi pendapatan, status, prestis, kekuasaan, dan lainnya. 

Selain dampak yang telah dipaparkan sebelumnya, korupsi sangat 

berbahaya dan dapat merusak moral dan intelektual masyarakat. Korupsi 

menjadikan individu atau kelompok menjadi tamak akan kekuasaan dan 

materi. Korupsi menempatkan kepentingannya sebagai prioritas utama 

daripada hal lainnya. Jika hal tersebut telah merajalela dalam kehidupan 

masyarakat, maka jiwa berkorban demi kebaikan dan bela negara akan 

terus menurun. 
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KERANGKA HUKUM  

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Korupsi telah hadir pada tiga era di Indonesia, orde lama, orde baru dan 

sampai di reformasi saat inipun belum juga mampu diberantas. Korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) sudah menjadi semacam penyakit menular 

yang tidak hanya menyerang aparatur pemerintahan, namun juga sektor 

swasta. Pada negara hukum seperti di Indonesia, pihak swasta selalu akan 

berhadapan dengan birokrasi pemerintah dan kondisi ini juga sangat rentan 

untuk dijadikan titik temu antara dua oknum yang memiliki mental sepadan 

yaitu KKN (Pruitt, 2004). Maka, penting upaya-upaya dilakukan melalui 

pendidikan karakter bangsa agar tumbuh nilai-nilai patriotisme dan bela 

bangsa pada generasi muda saat ini (Saravistha D. e., Pendidikan 

Kewarganegaraan, 2022). 

Pada orde lama pemerintah telah memulai membentuk Badan 

Pemberantasan Korupsi Panitia Reetooling Aparatur Negara di tahun 1963 

menciptakan program “Operasi Budhi” yang berganti nama menjadi 

Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. Pada orde baru dibentuk 

Tim Pemberantasan Korupsi yang langsung diketuai oleh Jaksa Agung 

pada waktu itu, kemudian berhasil menciptakan Komite Empat dengan 

tujuan pembentukan untuk membersihkan perusahaan milik negara yang 

dianggap sebagai sarang korupsi. Pemerintahan Presiden BJ. Habibie pada 

era reformasi melanjutkan jalannya upaya tersebut dengan mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 28 

Tahun 1999”), pada tahun 2000 dibentuk Tim Gabungan pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2000. Pada 2002 UU No. 28 Tahun 1999 dicabut diganti dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (“UU KPK”) dengan mengalami dua kali revisi hingga 
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PENDEKATAN PSIKOLOGIS DALAM 

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Bab ini membahas mengenai Pendekatan Psikologis dalam Pendidikan 

Anti-korupsi. Pengertian secara harpiah dalam pembahasan ini adalah 

pendekatan Psikologis dan Korupsi. Maka dari itu penulis di bagian ini 

membahas mengenai Psikologi, Psikologis, Korupsi, dan Pendidikan Anti-

Korupsi. Pengertian psikologi secara umum adalah suatu bidang ilmu 

pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku, fungsi 

mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Psikologis 

adalah bagian dari ilmu psikologi. Gangguan psikologis adalah gangguan 

yang tak boleh diabaikan. Psikologis adalah bagian dari manusia yang 

memengaruhi emosi, pikiran, hingga cara kerja otak. Kondisi psikologis 

adalah kondisi yang bisa memengaruhi kehidupan sehari-hari seorang 

individu. Terkadang, kondisi psikologis seseorang bisa terganggu. Kondisi 

inilah yang disebut dengan gangguan psikologis atau gangguan mental. 

Pengertian korupsi dapat dijumpai dalam berbagai macam perspektif. 

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat ditemui di segala tempat. 

Kata korupsi sendiri berasal dari kata latin yaitu corruptio atau corruptus 

yang artinya kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa disuap, 

dan tidak bermoral kesucian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), pengertian korupsi merupakan penyelewengan maupun 

penyalahgunaan uang negara (perusahaan, yayasan, organisasi, dan 

sebagainya) guna keuntungan pribadi maupun orang lain. Sementara itu, 

dalam arti yang luas pengertian korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan 

resmi untuk kepentingan pribadi. 

Kaitan psikologis dan korupsi adalah dimana proses terjadinya 

psikologi sebagai akibat dari faktor psikologis. Sebagai upaya menghindari 

perilaku korup dari diri sendiri yakni dengan cara menghindari korupsi 

walau kecil/sedikit karena berpotensi menjadi kebiasaan yang dianggap 

wajar dan menjunjung tinggi dan meningkatkan interitas moral; 
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METODE PEMBELAJARAN DALAM 

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Pembelajaran merupakan suatu istilah dalam berbagai aspek kehidupan 

dan tidak asing di digunakan di lingkungan masyarakat. Pembelajaran 

dalam konteks pendidikan antikorupsi diartikan sebagai suatu proses yang 

menggambarkan kondisi terjadinya interaksi belajar antara pendidik dan 

peserta didik dalam mempelajari permasalahan korupsi dan antikorupsi. 

Terjadinya interaksi belajar tersebut merupakan wujud dari rencana 

pembelajaran yang disiapkan oleh pendidik (dosen atau guru), karena tanpa 

adanya perencanaan yang baik maka proses pembelajaran tidak akan dapat 

berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu menyusun 

perencanaan pembelajaran merupakan suatu kewajiban bagi pendidik agar 

proses pembelajaran tercapai secara optimal.  

Perencanaan pembelajaran merupakan skenario yang disusun pendidik 

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dirumuskan dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). Penyusunan RPS diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Permendikbudristek) RI Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi, Bab II Paragraf 3 tentang Standar Proses Pembelajaran. 

Standar ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

proses pembelajaran. RPS disusun oleh Dosen dan/atau tim dosen 

pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. Perencanaan 

proses pembelajaran atau RPS berisi tentang perumusan sebagai berikut: 

1. Capaian Pembelajaran yang diubah menjadi tujuan belajar;  

2. Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran;  

3. Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.  

 

Berdasarkan pada Permendikbudristek tersebut, metode pembelajaran 

merupakan cara untuk mencapai tujuan belajar. Artinya melalui metode 

pembelajaran merupakan sarana atau alat bagi pendidik untuk mencapai 
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KURIKULUM PENDIDIKAN  

ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Pendidikan antikorupsi memberikan landasan penting dalam upaya 

membentuk generasi yang sadar akan bahaya korupsi dan memiliki 

komitmen untuk melawan praktek tersebut. Kurikulum ini dirancang untuk 

memperkenalkan konsep, nilai, dan etika yang berkaitan dengan 

pencegahan korupsi serta mengembangkan keterampilan dan kesadaran 

yang diperlukan untuk menghadapi tantangan korupsi di berbagai sektor 

kehidupan. Dalam membahas kurikulum pendidikan antikorupsi dalam bab 

ini akan di jelaskan mengenai konsep pendidikan antikorupsi serta 

implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi, disertai dengan upaya 

mendiseminasi nilai-nilai antikorupsi meliputi pengenalan konsep korupsi, 

dampak negatif terhadap individu dan masyarakat. Serta bagaimana 

mengupayakan berbagai stakeholder dan pihak berkepentingan dalam 

memajukan ekosistem penyadaran peran penting pendidikan antikorupsi. 

Dalam sub bab berikutnya di jelaskan bagaimana pengintegrasian nilai-nilai 

antikorupsi dalam sebuah kurikulum, melalui langkah perencanaan dan 

penyusunan kurikulum. Kemudian diakhiri dengan sub bab langkah 

integrasi nilai antikorupsi dalam implementasi dokumen kurikulum. Hal 

demikian juga dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam rangka 

menangkal perilaku korupsi. Sepanjang tahun 2022, Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) gencar menjalankan Trisula Strategi Pemberantasan 

Korupsi, salah satunya adalah strategi pendidikan. KPK memandang 

penting strategi ini, guna membentuk warga negara yang berintegritas 

dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Hal ini sejalan dengan 

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Pendidikan Tinggi dalam 

upaya menangkal perilaku korupsi yang dilakukan melalui pendidikan 

antikorupsi di setiap satuan pendidikan. Dan dilakukan melalui upaya 

pembelajaran nilai-nilai antikorupsi di sekolah. Dengan demikian, 

kurikulum pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membangun kesadaran, 
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EVALUASI DAN PENILAIAN  

DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Pendidikan antikorupsi didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk 

mengajarkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab 

sebagai bagian dari kurikulum formal dan non-formal. Tujuan utamanya 

adalah untuk menanamkan sikap antikorupsi pada masyarakat, terutama 

generasi muda, agar tumbuh kesadaran dan kemampuan untuk menolak 

korupsi di semua bentuknya. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk 

menyampaikan pengetahuan tentang apa itu korupsi, tetapi juga 

mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan 

melawan praktik koruptif (Smith, 2019). 

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya untuk memberikan 

pemahaman dan kesadaran kepada individu, terutama generasi muda, 

mengenai pentingnya menentang korupsi dan mempraktikkan perilaku jujur 

serta bertanggung jawab. Melalui pendidikan antikorupsi, nilai-nilai 

integritas, transparansi, dan akuntabilitas ditanamkan dalam pola pikir dan 

tindakan peserta didik (Slamet et al., 2021). Integrasi nilai-nilai antikorupsi 

ke dalam kurikulum sekolah, seperti yang dilakukan dalam penelitian oleh 

(Slamet et al., 2021), menjadi krusial dalam membentuk kebiasaan positif 

dan menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan (Slamet et 

al., 2021). 

Pentingnya pendidikan antikorupsi terletak pada kapasitasnya untuk 

menciptakan perubahan jangka panjang dalam struktur sosial dan politik 

sebuah negara. Melalui pendidikan, individu dilengkapi dengan alat untuk 

menganalisis dan memahami akar dan dampak korupsi serta cara-cara 

untuk mencegah dan mengatasinya. Ini adalah langkah fundamental dalam 

membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola yang baik dan masyarakat 

yang adil, karena pendidikan bertindak sebagai katalis untuk peningkatan 

keadilan dan penurunan tingkat korupsi. Investasi dalam pendidikan 
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PERAN PEMERINTAH DALAM  

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Korupsi kini sudah menjadi perilaku budaya, bahkan menjadi bahan 

perdebatan dan selalu menjadi topik hangat khususnya di Indonesia. 

Meskipun kejadian ini terkesan biasa terjadi di masyarakat, namun hal ini 

memprihatinkan karena terjadi dimana-mana, termasuk di kantor 

pemerintahan dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, dari segi hukum, 

upaya penindakan dan penghapusan yang dilakukan pemerintah masih 

intensif. Namun mungkin pemerintah telah melupakan aspek mendasar dari 

pendidikan, dan meskipun pendidikan merupakan upaya pemberantasan 

korupsi, namun sangat sedikit yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui 

pendidikan. Pendidikan antikorupsi memang sudah dilakukan di tingkat 

sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, namun semua 

masih bersifat teoritis. Langkah-langkah dan metode yang harus diikuti 

oleh siswa dan guru ketika menerapkan praktik antikorupsi belum 

ditetapkan. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk melihat secara kritis 

pendidikan yang mengedepankan pembelajaran antara guru dan siswa guna 

meningkatkan kesadaran tentang bagaimana mereka berperilaku dan 

melawan korupsi. 

 

B. RINCIAN PEMBAHASAN MATERI  
Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 

2003 mendefinisikan Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, 

terencana, terpola dan dapat dievaluasi oleh pendidik didalam usaha 

menumbuhkan serta mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. 

Arah pendidikan bangsa ditujukan untuk menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkarakter, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

beraklak mulia, kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta mempunyai 

moral dan etika untuk tidak berbuat merugikan diri sendiri dan orang lain. 

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa, 
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PERAN SEKTOR SWASTA DALAM 
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Materi yang akan diuraikan dalam bagian ini mencakup bagaimana 

peran sektor swasta dalam memainkan perannya memberantas korupsi, 

yang diawali dengan pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam 

hukum pidana, prinsip-prinsip antikorupsi dalam dunia usaha, bagaimana 

mengurangi potensi korupsi pada sebuah korporasi, dan urgensi penerapan 

etika bisnis bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi. 

Dengan beberapa topik pilihan di atas, diharapkan pembaca, khususnya 

para pelaku bisnis, mampu memahami dan menjalankan perannya masing-

masing untuk turut serta terlibat dalam mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi. Karena tindakan pencegahan terhadap perilaku koruptif sama 

pentingnya dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi itu sendiri. 

Di era modern, masyarakat tidak hanya menyoroti tindakan korupsi 

yang dilakukan oleh pejabat ataupun penyelenggara negera, tetapi juga 

perusahaan ataupun korporasi yang terlibat korupsi. Sebut saja kasus 

korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp. 2,3 Triliun (Fadhil, 

2018), kasus korupsi LPEI sebesar Rp. 2,5 Triliun yang melibatkan 

perusahaan kelapa sawit, batubara, dan nikel (bbc, 2024),  Kasus Tol MBZ 

dan PT LAPI Ganeshatama Consulting dengan dugaan kerugian negara 

sebesar Rp. 510 miliar (Kamil & Prabowo, 2024), dan lainnya. Perhatian 

masyarakat terhadap korporasi yang terlibat korupsi semakin kuat, 

manakala nilai kerugian negara akibat tindakan korupsi tersebut bernilai 

fantantis. 

Di era industri 4.0 yang dialami oleh seluruh negara di belahan dunia, 

bukan hanya membuka peluang usaha bagi dunia usaha untuk berperan 

langsung terhadap perekonomian dunia, tetapi juga ternyata mendorong 

tumbuhnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang ekonomi, yang mampu 
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PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI  

DALAM KONTEKS INTERNASIONAL 

 

A. PENDAHULUAN 
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk etos 

anti-korupsi di panggung internasional. Etos anti-korupsi merupakan sikap 

mental dan moral yang menolak segala bentuk tindakan korupsi. Dalam 

konteks global, korupsi telah menjadi masalah serius yang merugikan 

banyak negara dan masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, 

pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter individu, 

terutama generasi muda, agar memiliki kesadaran dan integritas untuk 

menolak serta melawan korupsi. Pendidikan anti-korupsi tidak hanya 

sebatas pengetahuan tentang korupsi itu sendiri, tetapi juga melibatkan 

pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang kuat. Melalui 

pendidikan, individu diajarkan untuk memahami dampak negatif korupsi 

terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Mereka 

juga dilatih untuk menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk 

memerangi korupsi di berbagai sektor kehidupan.(Margareth, 2017) 

Di panggung internasional, pentingnya pendidikan dalam membentuk 

etos anti-korupsi semakin terasa. Negara-negara di seluruh dunia perlu 

bekerja sama dalam mengembangkan program pendidikan anti-korupsi 

yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan berbagai pihak, 

termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan 

masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang tidak 

toleran terhadap korupsi. Negara-negara di seluruh dunia perlu bekerja 

sama dalam mengembangkan program pendidikan anti-korupsi yang efektif 

dan berkelanjutan. Hal ini penting karena pendidikan memiliki peran kunci 

dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku individu terkait korupsi. 

Melalui pendidikan anti-korupsi, individu diajarkan untuk mengenali, 

menolak, dan melawan segala bentuk korupsi. 
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TANTANGAN DAN HAMBATAN  

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Memasuki era kehidupan global, Indonesia masih bergelut dengan 

permasalahan korupsi yang merajarela. Dalam beberapa tahun kebelakang 

santer kita dengar kasus-kasus korupsi yang melibatkan pihak pejabat atas, 

sekelas kementerian bahkan korupsi terjadi juga pada lembaga penegak 

korupsi. Berdasarkan Jurnal Transparency International (TI) 

mengungkapkan, nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tertulis 

sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Nilai tersebut stagnan dari 

nilai indeks yang diperoleh pada 2022, tetapi terjadi penurunan peringkat. 

Tahun 2022 Indonesia sempat menduduki peringkat 110, namun turun ke 

posisi 115 pada 2023. Posisi itu sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, 

Sri Lanka, dan Turki (Erlina F. Santika, 2023). Berbagai upaya telah 

dilakukan dalam pemberantasan korupsi, namun hal tersebut bukanlah hal 

yang mudah.  

Inspektur Investigasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan 

Ristek RI Lindung Saut Maruli Sirait menyoroti praktik korupsi di 

Indonesia sudah meresahkan karena terjadi di segala sektor, tak terkecuali 

bidang pendidikan. Bentuk-bentuk korupsi di sektor pendidikan, seperti 

pemotongan dan bantuan pendidikan, korupsi penerimaan siswa dan 

mahasiswa baru, dan lain-lain (Aclc.kpk.go.id, 2023). Berdasarkan 

informasi yang dihimpun Indonesian Corruption Watch, kasus penurunan 

nilai lingkungan sekolah pada tahun 2007 hingga 2021 menimbulkan 

kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun (Tren Penindakan Korupsi Sektor 

Pendidikan: Pendidikan Di Tengah Kepungan Korupsi, 2021). 

Sejumlah kebijakan dan prosedur telah dikembangkan dengan tujuan 

memberantas korupsi sejak sekitar tahun 1957 dan seterusnya. Sejumlah 

undang-undang telah disahkan terkait dengan tindak pidana korupsi, antara 

lain tentang Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 

24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 
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MASA DEPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

 

A. PENDAHULUAN 
Di masa yang akan datang, pendidikan antikorupsi akan menjadi tiang 

yang kokoh dalam membangun fondasi moral dan etika yang kuat bagi 

generasi mendatang. Dalam dunia yang terus berkembang dan kompleks, 

tantangan korupsi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, pendidikan 

antikorupsi menjadi semakin mendesak untuk diperkuat dan diintegrasikan 

dalam setiap aspek kehidupan kita. Pendidikan antikorupsi bukan sekadar 

pelajaran di kelas, melainkan sebuah komitmen untuk membentuk karakter 

dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami 

percaya bahwa dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, kita dapat 

menciptakan budaya yang lebih baik, di mana korupsi tidak memiliki 

tempat untuk berkembang. 

Untuk itu, diperlukan ada kerjasama dari setiap individu, lembaga, dan 

organisasi untuk bersama-sama mengambil peran dalam memperkuat 

pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bukan sekadar konsep, 

tetapi bagian tak terpisahkan dari identitas dan praktek kehidupan kita 

sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat membentuk masa depan yang 

lebih cerah, adil, dan bermartabat bagi bangsa dan negara. Dalam BAB ini 

akan dibahas tentang Reformasi hukum pendidikan antikorupsi menjadi 

langkah awal yang penting untuk menegakkan integritas dalam sistem 

pendidikan. Data dari KPK menunjukkan bahwa tindak korupsi di 

Indonesia masih cukup merajalela, dengan lebih dari 5.000 kasus yang 

ditangani dari tahun 2021 hingga 2023 (KPK, 2023). Untuk mengatasi hal 

ini, reformasi hukum yang melibatkan revisi peraturan, pembentukan 

undang-undang, dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait korupsi 

dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting. 

Selanjutnya, pendekatan pendidikan antikorupsi di masa depan akan 

menekankan integrasi nilai-nilai integritas dan etika dalam kurikulum 

sekolah. Data menunjukkan bahwa korupsi dapat menghambat 

pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas di Indonesia (TI 
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